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WAL量KOTA S重BOしGA

pROvlNsl SUMATERA u皿RA

pERATURAN WALI Ko皿s重BOLGA

NOMOR 77 TAHUN 2022

TE N皿NG

PERUBAHAN K巴DUA ATAS PERATURAN WAL工KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PBMBERIAN TAMBAHAN PENGHAS重しAN BAG工PBGAWAI

NEGERI s賞p暮しDIしINGKUNGAN pBMERIN恥H Ko皿s量BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL宣KOTA S量BOしGA,

Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa ketentuan yang diatur d瓢am

Peraturan Wall Ko血　Siわ宣ga Nomor　38　Tahun　2020

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawai Negeh Sipn di Lingkungan Peme心ntah K〇日

Sibolga sudah心dak sesuai deng紬keadaan, yang salah

satunya terkait dengan instmmen perhitung孤tambahan

penghasilan bcrdas紬kan aspek pmduk拙めs kc重ja dan

aspek disiplin ke轟a, untuk itu perlu dilakukan

pembahan ;

b. bahwa berdasa重k紬peni皿b狐g紬sebaga王mana dimaksud

pada hu調f a, perlu　血enetapkan Peraturan Wall Ko屯

tent狐g Pe｢ubahan Kcdua Atas Peratur弧　W血i Ko血

Nomor　38　Tahun　2020　Tcnt狐g Pedoman Pe皿be轟an

Tambah狐　Penghasilan bagi Pegawai Negeh Sipil di

Lingku皿gan Pemehn屯h Kota Sib○○ga;

Mengingat : 1.　Undang-Undang Nomor　8　D正. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Dacrah Otonom Kota-Kota Besar Da｣am

観ngkungan Daerah P調v血si Sumate胞Utara (Lembaran

Negara Repub脆k Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tenぬng

Penyelengga重a紬Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor　17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2003　Nomor　47, Tambahan Lembaran Negara

Repub宣ik Indonesia Nomor 4286) ;

4. undng-urfung..



4. Und紬g-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 4355);

5. Und餌g-Undang Nomo重5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　6, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

亡elah diubah beberapa kan terakhir dengan Undang-

Und劃g Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Ke重ja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2020

Nomor　245, Tambahan Lembaran Negara Republik

賞ndonesia Nomor 6573);

7. Undang-Und狐g No皿or　30　Tahun　2014　tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Repub皿lndonesia Nomor 560 1);

8. Undang-Undang No皿or 1 Tahun 2022 tentang Hubungm

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022　Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6757);

9.　Peraturan Pemehntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelo獲aan Keuangan Dacrah (Lemb紬an Ncg狐a

Republik重ndonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambah狐

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Peme轟ntah Nomor　30　Tahun　2019　tentang

Penilaian Kinelja Kelja Pegawal Negeri Sipil (Lembaran

Negara Repub撤lndonesia Tahun　2019　Nomor　77,

Tambahan Lembar紬Negara Republik工ndonesia Nomor

6340);

11. Peraturan Pemehntah Nomor 94　Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 202 1 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Men亡eri Dalam Negch Nomor 77 Tahun 2020

tentang pedom紬Te血is Pengelolaa皿Keuangan Daerah,

(Behta Negara RepubHk Indonesia Tahun 201宣Nomor

1781);

13. Peraturan Daerah Nomor　1　Tahun　2017　tent劃g

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2017 Nomo重13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA

SIBOLGA NOMOR　38　TAHUN　2020　TENTANG PEDOMAN

pBMBERIAN　船MBAHAN pBNGHAslLAN BAGI PEGAWAI

NEGERI slp暮L DI　しINGKUNGAN pEMERIN船H KOTA

S量BOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentu狐　dal劃　Peratur狐　Wali Kota Sibolga

Nomor　38　Tahun　2020　tentang Pedoman Pembe正an

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeh Sipil di

Lingkungan Peme轟ntah Ko屯　Sibolga (Behta Daerah Kota

Sib○○ga Tahun 2020 Nomor 263) sebagaimana telah diubah

deng狐Peratur孤W瓢i Kota Sihlga Nomor 66 Tahun 2020

tentang Pembahan A屯s Peratur紬Wali Kota Sibolga Nomor

38　Tahun　2020　tentang Pedoman Pembehan Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeh Sipil (Behta Daerah Kota

Sibolga Tahun 2020 Nomor 291〉 diubah, sebagai behkut :

1. diantara年yat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisip 1 (satu) ayat

yakni ayat (3a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal7

(1) TPP dibehkan kepada Pegawai Peme正ntah Kota Sibolga

yang beke重ja di lingkungan Peme正ntah KoぬSibolga

atau Pegawai yang berasal da正luar Peme正ntah Kota

Sibolga yang beke重ja di Lingkungan Pemehntah Kota

Sibolga dengan sぬtus dipeke重jak∈皿　berdasarkan

Keputusan P匂abat Yang Berwenang.

(2) Pegawai pindahan dari Kementehan/Lembaga Non
Kemen亡ehan/Provinsi/　Kabupaten/Kota　獲ain ke

Peme正nぬh Kota Sibolga dan namanya te重ah te｢c紬tum

dalam daftar gaji, akan diberikan TPP sebagaimana

dimaksud d血am ayat ( 1) terhitung mulai bulan J孤ua正

tahun anggaran berikutnya.

(3) TPP寄dak dibe轟kan kepada :

a. pegawai y紬g nyata-nya血　色dak mempunyai

tugas/jabatan/peke寄a紬　te巾entu pada Perangkat

Daemh yang ada di lingkung紬Peme正ntah Kota

Sibolga;

b. pegawai di lingkung紬　Peme正ntah Daerah yang

diberhen缶k紬untuk sementara (dinonakti膿an) dan

pegawai yang diberhen仕ka皿　dengan homat atau

寄dak dengan homat;

c. pegawai di lin8kungan Pemehntah Kota Siholga

yang diperbantukan/dipekeエゴakan pada lnstansi/

Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar

Pemerintah Kota Sibolga;

d pegauJaz...



d. pegawai yang dibe正kan cu廿　diluar tanggungan

negara, dibebas tugask紬dah jabatannya karena

melaksa皿akan tugas pengemb狐gan kompetensi

atau untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

e. dihapus.

(3a) TPP akan ditan認uhkan apabila :

a. pegawal yang tidak melaksrmakan kewajiban sesuai

dengan keputusan Tuntut紬　Perbendaharaan dan

Tuntutan Gan寄Ru由(TPTGR);

b. pegawai y紬g tidak melaksanaka皿　pengembalian

Bar劃g Mi轟k Dae輪h (BMD);

c. pegawai yang belum melaporkan haporan Harta

Kekaya紬Penyelenggara Negara (LHKPN) ; dan

d. pegawai yang diduga oleh Tim Unit Pengendali

Grad魚kasi Pemehnt且h Kota Sib○○ga menehma

Gra仕組kasi da五〇r弧g/ perseor劃gan.

(4〉 Khusus bagi gum PNS dan Pengawas Sekolah y紬g

tidak mendapat tunjangan profesi pendidik dapat

dibe正kan TPP berdasarkan prestasi ke申a dan disip轟n

kc工ja.

(5) Dokter PNS yang be直ugas di Rumah Sa曲t Umum

Daerah dan memegang jabatan Direktur dan/ atau

jabat孤剛mpinan lainnya tetapi mclaks紬akan tugas

pelay紬an sebagai dokter, dapat memilih salah satu

anta｢a ta皿bahan penghasilan untuk ｣abatan stmktural

atau tambahan penghasil劃請ngsion粗sesuai ｣e可狐g

jabatan fungsional yang dimiliki.

(6) Dokter PNS yang telah selesai me可狐ankan tugas

belajar spesi瓢is dan belum ditempatkan dalam jaba屯n

fungsional tertentu tetapi melaksrmakan tugas layanan

sebagai dokter spesialis diberikan tambahan

penghasilan sesua上dengan jabaぬn血ngsional te正entu

dokter spesi瓢is.

(7〉 Dokter CPNS yang melaksanakan tugas pelayanan

sebagai dokter dibe正kan tambahan penghas組an sebesar

80% (delapan pu量uh persen) da正　besaran tambahan

penghas組an sesuai dengan jabatan血ngsional te轟entu

tingkat pert劃a.

(8) Calon PNS dibehk紬TPP sebesar 80% (delap狐puluh

persen) da正besaran TPP yang telah ditentuk紬.

2. Ketentuan Pasal　9　diubah, sehin総a berbunyi sebagai

be正kut :

Pas血9

(1) Aspek produk仕vitas ke寄a pegawai sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 8 ayat (1), didasarkan pada 2

(dua) indikator :

a. Penilaian Kinerja pegawal; dan

b. Ketepatan waktu penyampai狐　penilaian Kine寄a

Pe8awai.
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(2)宣ndikator penilaian Kine卿a Pegawa土　memili虹　bobot

maksimal 50% (lima puluh persen) dengan hnci孤:

a. Bobot　0% (nol persen) jika ra屯-rata Nna王　K王ne宣ja

Pegawai lebih besar dad 82,00 dalam satu bul紬;

b. Bobot 15% (虹ma belas persen) jika rata-rata Nilai

貼ne章ja Pegawai lebih kecil dan atau sama dengan

82,00 dan lebih besar da正70,00 dalam satu bulan;

c. Bobot 35% (任ga puluh lima persen) jika rata-raぬNぬi

Kinerja Pegawai lebih kecil da正atau sama deng紬

69,00 dan lebih besar da正50,00 dala皿satu bulan;

d紬

d. Bobot　50% (lima puluh persen) jika rata-rata Nilai

貼ne寄a Pegawai lebih kecil dah　50,00　d血am satu

bulan.

(3) Indikator ketepatan waktu penyampa王an penilaian

Kinelja Pegawal memili虹　bobot mal{simal 10% (lima

persen) dengan rincian :

a. Bobot 40% (empat puluh persen) j毘a penya皿paian

penilaian隠neヰa pegawai dilakukan pada ha正ke亘a, 5

(lima) ha正sebelum akh正pada bulan penilaian;

b. Bobot　30% (tiga puluh persen) jika penya皿pa王an

pegawai dilakukan pada ha正　ke寄a, 3 (tiga) hah

sebelum akhir pada bulan penilaian;

c. Bobot　20% (dua puluh persen) jika penyampaian

pegawai dilakukan pada hari kelja, 3 (tiga) hari

sebelu皿akh正pada bulan pcnilaian;

d.Bobot 10% (sepuluh persen) j毘a penyampaian

penilaian sasaran ke寄a pegawai dilakuk狐pada hah

ke寄a, 2 (dua) ha正　sebelurn a址i｢ pada bulan

penilaian ;

3. Ketentuan Pasal 10　diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 10

(1) Persentase aspek disiplin ke亘a sebagaim狐a dimaksud

da賞am Pasal　8　ayat (1), didasark餌　pada　4 (empat)

indikator, yaitu :

a. Ketepatan waktu masuk ke重ja;

b. Ketepat孤waktu pul弧g keヰa;

c. Kehadiran Apel Pagi;

d. Kehadiran Apel Sore;

e. Hukuman disiplin yang dite轟ma.

(2) Ketepatan waktu masuk ke重ja mem止血bobot maksimal

10% (sepuluh persen), dengan hnci紬:

a. Bobot 5% (lima persen) j膿a akumulasi keterlambatan

maksimum　30 (色ga puluh)皿enit din/aぬu tidak

men由kuti apel pagi sebanyak　3　kali dalam satu

bulan;

b. bobof‥



b.Bobot　20% (dua puluh persen) jika akumulasi

keterl劃batan lebih dan 30 (心ga puluh) menit sa皿pai

120 (seratus dua puluh menit) dan/atau　宜dak

mengiku也　apel pagi sebanyak　4　kali dalam satu

bulan;

c. Bobot　30% (dga puluh persen) jika akumulasi

keterlambatan重ebih d劃､i 120 (seratus dua puluh)

menit sampai 240 (dua ratus empat puluh) menit

dan/atau tidck mengikuti apel pagi sebanyak 5 kali

dal劃satu bulan; dan

d. Bobot 45% (nol persen) jika akumulasi keterl劃bat孤

lebih dah　450 (empat ratus lima puluh) menit

dan/atau tidak mengikuti apcl pagi sebanyak 6 kali

dal劃satu bulan.

(3) Ketepatan waktu pulang kelja, bobot maksimal 1O聯o

(sepuluh persen) dengan轟ncian :

a. Bobot 5% (Hma persen) jika akumulasi keterlambatan

maksimum 30 (tiga pu山h) menit tidak mengiku也apel

pagi sebanyak 3 kali dalam satu bula叫

b.Bobot　20% (dua puluh persen) jika akumulasi

keterlambatan lebih da五30 (tiga puluh) menit sampai

120 (seratus dua puluh menit) tidak mengiku色apel

pa鏡seb狐yak 4 kali dal狐satu bul紬;

c. Bobot　30% (心ga puluh persen) jika akumulasi

keterlambatan lebih da轟120 (seratus dua puluh)

menit sampaj 240 (dua ratus empat puluh) menit

tidak mengikuti apel pagi sebanyak 5 kali dalan satu

bulan; dan

d. Bobot 45% (empat puluh lima persen) jika akumulasi

keterlambatan lebih da正　450 (empat ratus lima

puluh) menit寄dak meng毘u寄apel pagi sebanyak 6

kali dalam satu bulan.

(4) Kehadiran apel pagi, bobot maksi皿al 10% (sepuluh

persen) dengan正ncian :

a. Bobot ke竜da皿adi｢an dinilai dengan jumlah

pemotongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh hbu
rupiah) ; dan

b.Ke廿dak had正弧　di buk也kan deng紬　absensi

kehadir孤manual pada saat apel pagi.

(5) Kehadirm ape事　sore, bobot maksimal 10《為(sepuluh

persen) dengan正nci紬:

c.Bobot ke宜dakhadiran dinilai deng紬　jumlah

pemotongan scbesar Rp. 10.000,- (sepuluh　正bu

mpiah); din

d.Ketidak hadimn di buk色k狐　dengan absensi

kehadiran manual pada saat apel sore.

/6/曲調血I耽an...



(6) Hukuman disip櫨n y狐g diterima sesua上　deng紬

keten亡u劃　peraturan pemnd紬g-und紬gan yang

berlaku, dengan正nci餌:

a.bobot maksimal pe調tongan　40% (empat puluh

persen); dan

b.pcngurangan sebagai皿ana dimaksud pada huruf a

dilaksanakan setelah penetap狐　　penj atu h紬

hukuman disiplin oleh aぬsan langsung atau Tim

Pemehksa di lingkungan Pemehntah Kota Sibo重ga.

4. diantara Pasa重10 d弧Pas血11 disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni Pas血10A, sehingga berbunyi sebagai behkut :

Pasal loA

(1) Ketentuan tentang bentuk d紬fb調at se血petunjuk

teknis perhitungan besaran tambahan penghasil餌

Pegawai be｢dasarka皿lns廿umen Perhitungan TPP akin

diatur lebih la可ut dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Bentuk danめmat sebagaimana di皿aksud pada ayat (1)

dik∝u址ikan　亡erhadap Pegawai yang memili虹jabatan

te巾entu dengan hah dan j劃ke重ja te巾entu dengan hah

dan jam ke轟a khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk dan format
Pegawai yang memni貼　jabatan te巾entu disesuaikan

dengan peratur紬pe｢und劃g置undangan.

5. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 12 diubah,

sehingga Pasal I 2 berbunyi sebagai berikut :

Pa8血12

(1) Ke亡entuan waktu ke重ja pegawai bagi OPD yang

melaksanakan Program 5 (lima) hari keT‘a dengan waktu

beke寄a selama 37 (tiga puluh t可uh) jam 30 (tiga puluh〉

menit atau selama 2.250 (dua正bu dua ratus lima puluh)

menit dalam seminggu, ditetapkan sebagai be正kut :

a. hah Senin sampa王dengan ha正K紬is waktu ke暮ja

dimula王da元帥kul 07.30 WIB sampai dengan 16.00

W量B, dengan jeda waktu untuk is寄rahat siang selama

1 (satu) jam dimulal pada pukul 12.00 WIB hingga

pukul 13.00 W書B;

b. hari Jum'at waktu kelja dimulai pada Pukul 07.30

WIB sa皿pai dengan恥kul 16.30 W工B, dengan jeda

waktu untuk is廿rahat slang sclama 1 (satu) j劃30

(轟ga puluh) menit di皿ulai pada pukul 12.00 WIB

sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan



c. Apel Pagi dilaksanaka皿mulai恥kul 07･30 W重B dan

Apel Sore dilaksanakan mulai mkul 16.00　W重B,

kecuali ha正Jum'at Apel Sore dilaksanakan mulai

恥kui 16.30 wlB.

(2) Ketentuan waktu kerja pegawai bagi OPD yang
melaks劃akan　打ogr劃　6 (enam) hah ke寄a dengan

waktu beker]’a selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30

(tiga puluh) menit atau selama 2.250 (Dua Ribu Dua
Ratus Lima mluh) menit dalam seminggu ditetapkan :

a. ha正Senin sa皿pa王dengan hah Kamis waktu ke宣ja

dimulai dan mkul 07.30 WIB sampai dengan 15.00
WIB, dengan jeda waktu untuk isdrahat siang se重ama

1 (satu) jam dimulai pada pukul 12.00 W賞B hingga

pukul 13.00 WIB;

b. hari Jum'at waktu kelja dimulai pada Pukul 07.30

W量B sampai dengan恥kul 15.00 WIB, dengan jeda

waktu untuk is心rahat slang selama i (satu) jam 30

(tiga puluh) menit dimulai pada pukul 12.00　WIB

s劃pai dengan pukul 13.30 WIB;

c. hari Sabtu waktu keq‘a dimulai pada Pukul 07.30

WIB sampai dengan Pukul 13.00 W量B; dan

d. Apel Pagi dilaksanakan mulai mkul 07.30 W量B dan

untuk Apel Sore dilaksanakan sesuai dengan

pengaturan　皿usus y紬g ditetapk狐　○○eh Kepala

OPD.

(3) Ketentuan waktu ke重ja pegawai scbagaim紬a dimaksud

pada ayat (1) d紬ayat (2) dikecualikan p盆da saat bulan

suci Ramadhan yang akan diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau

Sekreta正s Daerah dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

(4) Ketentuan waktu kelja pegawai dan waktu pcrekaman

kehadiran dengan　血en絞叩nakan alat/mesin khusus

untuk OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik

y紬g menerapkan ke重ja sh脆　atau penugasan ke重ja

址usus diatur lebih la可ut dalam Keputusan yang

dit狐datangani oleh kep瓢a OPD, dengan ketentuan

jumlah jam ke重ja寄dak belch ku剛g da正37 (心ga puluh

t可uh) jam 30 (tiga puluh) menit atau 2.250 (Dua Ribu

Dua Ratusしima mluh) menit dalam seminggu.




